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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap rasional, 

religiusitas dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah KPP 

Pratama Ilir Timur Palembang. Sampel dalam penelitian ini ditentukan 

berdasarkan metode slovin, dengan jenis data primer yang di kumpulkan dengan 

penyebaran kuesioner. Teknik analisis penelitian yang digunakan adalah regresi 

linier berganda dan menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sikap rasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, religiusitas 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan ketegasan sanksi 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

 

Kata Kunci: Sikap Rasional, Religiusitas, Ketegasan Sanksi, Kepatuhan Wajib 

Pajak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang di dunia, sehingga 

Indonesia dalam mengatur sistem kenegaraannya membutuhkan dana yang 

cukup besar. Dana tersebut dapat diperoleh baik dari dalam negeri maupun 

melakukan hutang ke luar negeri. Untuk meminimalkan hutang ke luar negeri, 

maka indonesia harus meningkatkan pembiayaan pembangunan dalam negeri 

yaitu dengan meningkatkan kemandirian bangsa. Salah satu usaha yang dapat 

dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa adalah dengan 

meningkatkan penerimaan dalam negeri berupa penerimaan pajak. Penerimaan 

pajak di indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, Hal tersebut dapat 

dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari 

sektor pajak.  Target pendapatan negara dari sektor pajak tahun 2014 sebesar 

1.146,9 T, tahun 2015 sebesar 1.240,4 T, tahun 2016 sebesar 1.285 T, tahun 

2017 1.472,7 T, tahun 2018 1.618,1 T. Agar penerimaan pajak semakin 

terealisasi maka dari itu, masyarakat yang menurut Undang-Undang termasuk 

Wajib Pajak yang wajib untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya 

masing-masing (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang pada dasarnya bersifat memaksa sesuai dengan 

yang tertulis pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, dengan tidak 
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber 

penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Saat ini sekitar 70% 

APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak tersebut 

akan digunakakan untuk membiayai semua pengeluaran negara (seperti untuk 

pembangunan nasional, pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, 

infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan 

lainnya), mengatur laju inflasi, mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara, 

sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor (pajak ekspor barang), 

memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, dan 

menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia. 

Mengingat begitu pentingnya penerimaan pajak bagi Negara maka 

diharapkan Wajib Pajak bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan 

untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-

undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi 

merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam 

pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan self assesment 

yang dianut dalam sistem perpajakan indonesia, pemerintah dalam hal ini 

Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, 

pelayanan dan pengawasan sebaik mungkin kepada masyarakat. Self 

Assessment System mengharuskan Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, 

membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi 

kewajiban mereka (Utami, dkk., 2012). 
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Di Indonesia Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan 

jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik 

UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di Indonesia 

banyaknya jumlah Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan, hal ini terbukti banyaknya Usaha Mikro, kecil 

dan Menengah (UMKM) (Yusro dan Kiswanto, 2014). Saat ini pelaku 

UMKM di Indonesia telah berkembang pesat salah satunya di kota 

Palembang. Namun masih banyak pelaku UMKM yang masih tidak 

memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dikarenakan pelaku UMKM 

masih banyak terdapat dari golongan bawah sehingga mereka hanya coba-

coba dalam melakukan usaha yang dirintis. Penghasilan yang mereka peroleh 

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apabila mereka melapor 

pajak maka hanya akan mengurangi penghasilannya. 

Hal inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan 

terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak 

penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang 

memiliki peredaran bruto tertentu. Tarif PPh Final UMKM diturunkan dari 

1% menjadi 0,5%. Tujuan dari pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 ini adalah 

adanya kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya yaitu melakukan sendiri perhitungan, penyetoran dan pelaporan 

pajak, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi 

masyarakat, dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi 



4 
 

kewajiban perpajakan, dan diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat 

sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat. Berikut 

jumlah Wajib Pajak UMKM Ilir Timur Palembang 2016-2020 berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ilir 

Timur Palembang 2016-2020 

 

Tahun WP 

Terdaftar 

WP yang 

Melapor 

WP yang 

Tidak 

Melapor 

2016 6.205 5.413 792 

2017 6.390 5.517 873 

2018 6.980 5.810 1.170 

2019 7.166 6.311 855 

2020 5.042 4,329 713 

 

Sumber: KPP Palembang Ilir Timur 2020 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2019 Wajib Pajak yang 

terdaftar sebanyak 7.166 sedangkan yang melaporkan sebanyak 6.311. Hal ini 

menunjukan masih terdapat Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaporkan 

pajak. Dikarenakan banyak Wajib Pajak tidak memahami sistem perpajakan 

dan administrasi sehingga Wajib Pajak sulit untuk mengikuti prosedur yang 

sudah ada. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan di Indonesia 

dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dikarenakan 

sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yakni self assessment system, 
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dimana Wajib Pajak diberikan wewenang menghitung dan melaporkan 

pajaknya sendiri. 

Persoalan pajak masih menjadi salah satu masalah besar pelaku UKM, 

masih banyak UKM yang lalai dengan kewajiban pajaknya. Direktur 

Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo 

mengatakan, tak sedikit UKM yang gulung tikar lantaran pemiliknya 

bermasalah soal pajak. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk 

memahami teknis tentang pajak mulai dari jenis-jenis pajak, administrasi, 

hingga cara membayarnya. (Kompas.com) 

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Sumsel dan Babel tercatat masih 

rendah yaitu sebesar 76,16% dalam pengisian SPT tahunan. Oleh karena itu 

pelaksanaan harian kanwil DJP gencar sosialisasikan melakukan kegiatan 

door to door secara serentak. Diharapkan Wajib Pajak UMKM diwilayah 

kerja kanwil DJP Sumsel Babel dapat meningkatkan kesadaran para pelaku 

usaha akan hak dan kewajiban perpajakan. Sehingga nantinya akan 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran maupun pelaporan 

perpajakannya. Selain mengedukasi Wajib Pajak secara langsung untuk 

meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. (Sumatra.bisnis.com) 

Sanksi perpajakan terjadi pada kasus pemerasan terhadap Wajib Pajak 

oleh penyidik kantor pajak. Menurut Kanwil DJP Sumsel Babel menilai 

sanksi tidak tegas membuat kejadian ini berulang. Seperti yang dilakukan oleh 

PT Samudra Sriwijaya Suksesindo, selama tahun 2016 sudah melakukan 
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tunggakan pajak sebesar Rp 347.095.372 atas penunggakan PPN Dalam 

Negeri. 

Dari fenomena-fenomena yang terjadi diatas dapat dilihat bahwa 

kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang paling penting demi tercapainya 

penerimaan pajak yang diinginkan karena besar kecilnya penerimaan pajak 

yang diterima oleh negara tidak lepas dari peran Wajib Pajak dalam 

membayar pajak. Ragimun (2015) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak (Tax Coverage) memegang peranan penting terhadap 

keberhasilan pemerintah dalam menentukan besarnya penerimaan dari sektor 

pajak. Menurut Sutedi (2011) Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan 

dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak 

perpajakannya. 

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki peranan sangat penting dalam 

kenaikan dan bahkan penurunan penerimaan pajak seperti dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Agusti dan Herawaty (2009) menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 

Grogol Petamburan. Maka semakin patuh Wajib Pajak melaporkan dan 

melunasi kewajiban perpajakannya maka akan semakin meningkatkan 

penerimaan pajak pada KPP akan meningkat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak tidak patuh dalam 

membayar pajak yaitu dengan melihat dari faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal yaitu berasal dari dalam diri Wajib Pajak antara lain sikap 
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rasional dan religiusitas. Sikap rasional merupakan pertimbangan Wajib Pajak 

mengenai untung ruginya, bila Wajib Pajak membayar pajak maka akan 

menguntungkan bagi negara, sebaliknya jika Wajib Pajak berfikir bahwa 

membayar pajak akan merugikan dirinya maka Wajib Pajak tidak akan 

membayar pajak sehingga penerimaan negara akan menurun. Selain sikap 

rasional terdapat religiusitas, apabila seseorang religius maka seseorang akan 

berusaha berperilaku sesuai dengan kaidah norma yang berlaku dan patuh 

terhadap peraturan perundang-undang, sehingga penulis ingin menguji apakah 

semakin tinggi tingkat religiusitas Wajib Pajak dapat berpengaruh terhadap 

kepatuhan membayar pajak. 

Sedangkan faktor eksternal yaitu dipengaruhi dari faktor luar Wajib 

Pajak atau situasi antara lain kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi. Apabila 

pelayanan pajak memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak maka dapat 

mempengaruhi penilaian Wajib Pajak untuk menggunakan pelayanan pajak 

kembali. Sebaliknya, semakin tidak baik kualitas pelayanan pajak yang 

diberikan maka Wajib Pajak akan cenderung memilih tidak patuh dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain kualitas pelayanan, ketegasan 

sanksi memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar peraturan perpajakan 

dipatuhi oleh Wajib Pajak dan memandang sanksi perpajakan akan lebih 

merugikan, sehingga penulis ingin mengetahui seberapa pengaruh sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Alasan 

penulis menggunakan sikap rasional, religiusitas dan ketegasan sanksi 
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perpajakan terhadap kepatuahan Wajib Pajak karena penelitian terdahulu 

masih menunjukan ketidak konsistenan mengenai hasil penelitian. 

Upaya yang dapat dilakukan direktorat jendral pajak dalam 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan membuat beberapa 

kebijakan salah satunya yaitu dengan memberikan sanksi. Pengenaan sanksi 

dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yaitu untuk mendidik dan 

menghukum. Yang dimaksud dengan mendidik yaitu mereka yang dikenakan 

sanksi akan menjadi lebih mengetahui dan memahami hak dan kewajiban 

perpajakan sehingga taat terhadap peraturan. Maksud dengan menghukum 

yaitu pihak yang terhukum menjadi jera (Mulyodiwarno, 2007). Dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata 

Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu: Pertama, 

Sanksi Administrasi yang terdiri dari: (1) Sanksi Administrasi berupa denda. 

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam 

Undang-Undang perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan 

sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian 

dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan 

ditambah dengan sanksi pidana. (2) Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi 

ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi 

lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu 

jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban. Penerapan sanksi 

perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong kepatuhan 

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti 
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penelitian yang dilakukan oleh Subarkah (2017) menunjukan bahwa 

ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak di KPP Pratama Sukoharjo. Namun, berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nukholidah (2015) dan Nurvita (2016) menunjukkan 

bahwa ketegasan sanksi tidak berpengaruh signifkan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM. 

Sikap rasional merupakan pertimbangan Wajib Pajak atas untung 

ruginya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pertimbangan Wajib Pajak 

terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan maka resiko 

yang akan timbul jika membayar dan tidak membayar pajak. Apabila sikap 

rasional Wajib Pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri 

sendiri, maka Wajib Pajak tersebut tidak patuh dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan. Penerapan peraturan pajak yang tidak tegas dan sanksi 

adminsitrasi yang relatif ringan dapat menyebabkan sikap rasional Wajib 

Pajak untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan wajib pajak 

berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Setiya (2018) menyatakan bahwa 

sikap rasional berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan 

penelitian yang dilakukan oleh Marpaung (2016) menyatakan bahwa sikap 

rasional berpengaruh signifkkan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sintia Puratika (2016) menyatakan 

bahwa sikap rasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi religiusitas, hal 

ini dibuktikan dengan meletakkan Ketuhan sebagai sila pertama sebagai dasar 
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negara (Panggabean, Tirta, dan Murniati, 2014). Sila pertama Pancasila 

mengandung arti bahwa sila-sila yang lain harus berdasarkan nilai Ketuhanan. 

Oleh karenanya, nilai-nilai Ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat 

erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Religiusitas merujuk pada tingkat 

keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut (Rahmawaty dan 

Baridwan, 2014). Religiusitas dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana 

seseorang mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan 

sehari-hari. Semakin kuat keyakinan agama para pembayar pajak, dan semakin 

positif persepsi mereka terhadap pemerintah dan interaksi mereka dengan 

otoritas pajak dan masyarakat, semakin mereka mematuhi undang-undang 

perpajakan. Seseorang yang religius cenderung untuk mematuhi aturan dan 

norma, sehingga motivasi patuh pajak juga akan meningkat. Penelitian yang 

dilakukan oleh Salsabila (2018) menyatakan bahwa tingkat religiusitas 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Nuriyanto (2017) menyatakan bahwa religiusitas tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Berdasarkan fenomena dan research gap yang telah dikemukakan 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak UMKM yang masih 

tidak patuh dalam kewajiban membayar pajak. Sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sikap Rasional, Religiusitas 

dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam 

Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di 

KPP Pratama Palembang Ilir Timur)”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban membayar pajak pengusaha usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) di kota Palembang? 

2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban membayar pajak pengusaha usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) di kota Palembang? 

3. Apakah ketegasan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pengusaha usaha mikro kecil 

dan menengah (UMKM) di kota Palembang? 

4. Apakah sikap rasional, religiusitas dan ketegasan sanksi berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar 

pajak pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota 

Palembang? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis 

mengambil topik mengenai pengaruh sikap rasional, religiusitas dan ketegasan 

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban membayar pajak UMKM di kota Palembang. Hal ini karena tingkat 

kepatuhan wajib pajak akan mempengaruhi UMKM di kota Palembang. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pengusaha usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Palembang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pengusaha usaha mikro kecil 

dan menengah (UMKM) di kota Palembang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pengusaha usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Palembang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh sikap rasional, religiusitas dan ketegasan 

sanksi terhadap kepatuhan wajib dalam memenuhi kewajiban membayar 

pajak pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota 

Palembang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan 

akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai media untuk 

menambah wawasan pengetahuan berfikir dan rekan-rekan mahasiswa, 

khususnya jurusan akuntansi di STIE MDP. 



13 
 

2. Pengusaha UMKM, penelitiaan ini dapat menjadi media agar 

pengusaha UMKM memahami dan mematuhi peraturan perpajakan 

yang telah di tetapkan oleh pemerintah.  

3. Peneliti selanjutnya, sebagai referensi ilmiah mengenai masalah 

perpajakan yang akan diteliti. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab meliputi: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Membahas latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup 

penelitian, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi landasan teori penelitian, membandingkan penelitian yang 

sedang berjalan dengan penelitian sebelumnya disertai dengan 

kerangka pemikiran yang didasarkan kepada dugaan sementara. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Membahas pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

berkaitandengan objek dan subjek variabel penelitian berdasarkan 

kepada teknik pengambilan sampel, jenis data dan bagaimana data 

tersebut dikumpulkan dari subjek penelitian serta berisi 

pembahasan mengenai teknik analisi data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai pengolahan 

terhadap data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan 

pembahasan masalah yang sedang diteliti penulis. Di dalam bab ini 

terdapat gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta 

pembahasan penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah diperoleh dan penulis akan memberikan saran bagi 

pemerintah dan penelitian selanjutnya. 
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